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MOTTO 
 ْن َع َؾو ُن ِت ْف َػ ي ْف َأ ْم ُهْر َذ ْحاَك ْم ُه َءاَو ْه َأ ْع ِبَّت َػ ت َلََك ُهَّللا َؿَز ْػ ن َأ َا ِبِ ْم ُه َػ ن ْػ ي َػ ب ْم ُك ْحا ِف َأَك
  ِضْع َػب ِب  ْم ُه َػبي ِص ُي  ْف َأ  ُهَّللا  ُدِير ُي َا َّنَّ َأ  ْم َل ْعا َف اْوَّلَو َػ ت  ْف ِإ َف   ۖ  َك ْي َل ِإ ُهَّلل ا َؿَز ْػ ن َأ ا َم ِض ْع َػب
 َفو ُق ِسا َف َل ِساَّنلا َن ِم انير ِث َك  َّف ِإَك   ۖ   ْم
ِِبِو ُن ُذ 
Artinya : dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu mereka. Dan berhati -hatilah kamu terhadap mereka, 
supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang 
telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum 
yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya 
Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka 
disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya 
kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S.Al-
Maidah[05]  ayat : 49)  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
ix 
 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
x 
 
ؽ Qaf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wau W We 
ق Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
م Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
xi 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (  ـــــ) Kasrah I I 
  (  ۖ ) Dammah U U 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
xii 
 
ل...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
ك...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح وؿ  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
م...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أم...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
ك...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
xiii 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. ؿوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿافطلأا ةضكر Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
xiv 
 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
2. ؿّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ؿا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xv 
 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. ؿلالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. فكذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
xvi 
 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 مح امكمؿوسرلَإ د  Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها فإك Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 فازيلماك ليكلا اوفكأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Nindi Septya Anggraeni, NIM : 152111012, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam 
Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di CV. PITOE GROUP di TINJAU DARI 
FIQH MUAMALAH ” 
 Pada era modern ini perkembangan ekonomi semakin pesat dalam bidang 
jasa khususnya jasa transportasi darat yaitu sewa mobil. Dalam sistem perjanjian 
yang digunakan dalam rental mobil yaitu adalah sewa-menyewa dan 
menggunakan sistem perjanjian tertulis yang digunakan sebagai aturan. Dalam 
suatu praktik perjanjian sewa-menyewa mobil tidak semuanya berjalan sesuai 
dengan baik. Masih saja sering terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur dalam 
hal perjanjian sewa-menyewa mobil. Di CV. Pitoe Group yang menjadi objek 
penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi yaitu adanya 
wanprestasi keterlambatan, kehilangan, dan mengembalikan mobil yang 
disewanya dalam keadaan rusak. Berdasarkan uraian di atas maka timbul masalah, 
yaitu: Bagaimana penyelesaian wanprestasi di dalam perjanjian sewa menyewa 
mobil di CV. Pitoe Group, Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap 
penyelesaian yang dilakukan ketika terjadi Wanprestasi sewa menyewa mobil di 
CV. Pitoe Group ? 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), 
yang bersifat pendekatan kualitatif, yang berlokasi di Jalan Sumantri No.22, 
Dusun II, Pucangan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Metode pengumpulan data  
yaitu, dokumentasi dan wawancara dengan pimpinan CV. Pitoe Group. Masalah 
yang ada dalam penelitian kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif yaitu 
dengan menjabarkan sejumlah data-data mengenai permasalahan yang ada dalam 
wanprestasi di CV. Pitoe Group. 
 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan menunjukan bahwa terdapat 
wanprestasi yang terjadi di CV. Pitoe Group. Dalam wanprestasi yang terjadi di 
CV. Pitoe Group yaitu terdapat bentuk-bentuk wanprestasi yaitu tidak 
melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, dan selanjutnya melakukan suatu 
perbuatan yang menurut perjanjian di larang. Selanjutnya dalam penyelesaian 
wanprestasi yang terjadi di CV. Pitoe Group yaitu, yang pertama dengan 
membayar denda atau ganti rugi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh 
penyewa dengan hal ini sudah memenuhi hukum syariat dan sudah sesuai dengan 
prinsip mua’amalah,  yang kedua dengan melaporkan kepada kepolisian yang 
berujung pada rasa keadilan dan kerelaan kedua belah pihak. Dengan hal ini 
penyelesaian wanprestasi pada Cv. Pitoe Group sudah sesuai. Karena kesepakatan 
kedua belah pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan musyawarah mufakat 
dalam penyelesaian wanprestasi merupakan salah satu usaha untuk mencapai 
ketentuan syariat Islam. 
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ABSTRACT 
Nindi Septya Anggraeni, NIM : 152111012, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam 
Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di CV. PITOE GROUP” 
In this digital era,  with the increasing of economic growth especially in 
service sector on transportation that is car rental.  The agreement system that used 
in car rental is a written agreement system that is used as a rule. In fact, it‟s does 
not goes well.  The defauls is still happen by debitor in the case of car rental 
agreement. CV. Pitoe Group which the object of research, based on the data 
obtained from the observasion, are the defauls of delays, loss, and returning the 
rented car in a damaged condition. Based on the describtion above the mistake is 
appear. Such, how to solve the problem of car rental agreement of CV. Pitoe 
Group.  How is the overview of muqalah fiqh on the settlement that is made when 
there is default car rental in CV pitoe group.  
 This study uses a field research, which is a qualitative approach, located in 
jalan Sumantri No.22, Dusun II, Pucangan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. The 
methods of data collection, namely documentation and interviews with the 
leadership of the CV Pitoe Group. The problem that appears in this study, were 
then analyzed using a descriptive approach, namely by describing a number of 
data regarding the problems that exist in default in the CV. Pitoe Group.  
 From the results of research that has been done and shows that there is a 
default that occurs in the CV. Pitoe Group. In defaults that occur in the CV. Pitoe 
Group, namely there are forms of default that do not carry out what has been 
promised, and subsequently perform an act which according to the agreement is 
prohibited. Furthermore, in the settlement of defaults that occur in the CV. Pitoe 
Group, that is, the first by paying a fine or compensation in accordance with 
violations committed by the tenant in this case has complied with Shari'a law and 
is in accordance with the principle of mua'amalah, the second by reporting to the 
police which leads to a sense of justice and willingness of both parties party. With 
this, the settlement of defaults on Cv. Pitoe Group is appropriate. Because the 
agreement of the two parties that made an agreement based on consensus 
agreement in the settlement of the default is one of the efforts to achieve the 
provisions of Islamic law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Masyarakat dalam kehidupan sehari- hari tidak akan lepas dari melakukan 
suatu perbuatan hukum, salah satunya adalah dengan cara mengadakan suatu 
kontrak atau perjanjian yang dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak 
dan salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian 
sewa menyewa banyak digunakan oleh para pihak pada umumnya, karena dengan 
adanya perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak, baik itu dari 
pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan akan saling mendapat 
keuntungan. Penyewa memperoleh keuntungan dengan kenikmatan dari benda 
yang di sewa sesuai dalam perjanjian sewa menyewa mobil.
1
  
 Salah satu pemberi sewa mobil di Kota Solo adalah CV. Pitoe Group. 
Sewa menyewa mobil merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan 
yang mendesak akan mobil bagi pihak yang belom bisa membelinya sendiri, 
karena rendahnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya pada mobil. CV. 
Pitoe Group beralamat di Jl. Sumantri No.22, Dusun II, Pucangan, Kartasura, 
Kabupaten Sukoharjo. Merupakan salah satu badan usaha penyewa mobil atau 
rental mobil yang bergerak dalam bidang penyedian jasa alat transportasi yang 
beroperasi di Kota Solo, yaitu menyewakan dan merentalkan mobil kepada 
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 Kartika Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, cet.1, 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.1 
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masyarakat yang membutuhkan, hubungan hukum terhadap keduanya yang 
menimbulkan perjanjian sewa menyewa mobil CV. Pitoe Group.
2
 
 Perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor khususnya mobil, pihak 
yang menyewakan menyatakan kenikmatan atas barang dengan suatu perjanjian, 
Perjanjian diadakan oleh kedua pihak untuk membuat surat perjanjian tertulis 
karena objek sewanya mempunyai nilai yang tidak sedikit. Surat perjanjian ini 
mempunyai fungsi yang penting dikarenakan dengan adanya surat perjanjian 
tersebut para pihak akan lebih mudah untuk mengetahui hak dan kewajibannya 
masing-masing pihak secara jelas dan disamping itu juga untuk memudahkan di 
dalam pembuktian seandainya terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, hal 
ini sangat diperlukan sekali untuk menangkal apabila didalam pelaksanaan 
perjanjian tersebut terjadi penyimpangan dari apa yang telah disepakati oleh 
kedua belah pihak di dalam surat perjanjian. Permasalahan-permasalahan tersebut 
muncul antara lain apabila terjadi kehilangan-kehilangan atau penyalahgunaan. 
hal ini dapat terjadi apabila penyewa menggunakan sebagai jaminan utang dan di 
dalam praktik juga sering terjadi apabila kendaraan/mobil tersebut tidak 
dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Hal ini tentu 
mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menyewakan, baik itu kerugian waktu 
maupun kerugian tentang barang yang disewakan.
3
 
 Kertertarikan penulis dalam mengambil judul ini karena pada 
kenyataannya dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan mobil ini pihak 
penyewa belum mengerti benar akan pentingnya diadakan perjanjian sewa 
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menyewa agar pihak yang menyewakan dapat jaminan berupa identitas dan 
jaminan dari pihak penyewa untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi yang 
dilakukan pihak penyewa seperti keterlambatan pengembalian mobil, terjadi cacat 
pada mobil atau bahkan kehilangan mobil baik disengaja oleh pihak penyewa atau 
tidak disengaja. Dalam pelaksanaannya pihak penyewa tetap saja melakukan 
wanprestasi seperti keterlambatan dalam pengembalian mobil walaupun dalam 
perjanjian sewa menyewa mobil telah disepakati.
4
 
 Terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak 
dalam perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi 
tersebut dapat meminta ganti rugi. Untuk dapat meminta ganti kerugian atas suatu 
perbuatan wanprestasi maka tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak 
tersebut haruslah dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan wanprestasi.
5
 
Bentuk – bentuk wanprestasi yaitu : 
1. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. 
2. Tidak memenuhi prestasi. 
3. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.6 
 Wanprestasi yang dilakukan penyewa pada CV. Pitoe Group ini berupa : 
1. Tidak melakukan apa yang telah disepakati antara kedua belah pihak dalam 
perjanjian sewa menyewa mobil, yaitu penyewa terlambat mengembalikan 
mobil yang disewakan sebagaimana waktu sewa yang telah disepakati 
sebelum kontrak berakhir dengan pihak CV. Pitoe Group 
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2. CV. Pitoe Group mengalami kerugian yang sangat besar karena penyewa 
mobil mengalami kecelakaan dan pihak CV. Pitoe Group tidak bisa 
menyewakan mobil karena mobilnya mengalami kerusakan dan tidak layak 
jalan untuk disewakan. 
3. Penyewa mobil di CV. Pitoe Group melakukan memindah tangankan hak 
sewa kepada pihak lain yang tidak tercantum di dalam isi perjanjian sewa 
menyewa mobil dengan pihak CV. Pitoe Group.
7
 
 Terhadap tindakan tersebut maka penulis ingin mengetahui lebih jelas 
bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang di lakukan oleh CV. Pitoe 
Group dan bagaimana menurut tinjauan fiqh muamalah, agar penulis juga 
dapat membantu permasalahan yang terjadi di CV.Pitoe Group. Oleh karena 
itu dalam penulisan skripsi ini akan dibahas secara detail mengenai 
penyelesaian wanprestasi sewa menyewa yang terjadi di CV. Pitoe Group. 
Dari uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil judul skripsi 
“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA 
MENYEWA MOBIL DI CV. PITOE GROUP DITINJAU DARI FIQH 
MUAMALAH” 
B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi di dalam perjanjian sewa menyewa 
mobil di CV. Pitoe Group ? 
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penyelesaian yang dilakukan 
ketika terjadi Wanprestasi sewa menyewa mobil di CV. Pitoe Group ? 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk Mengetahui penyelesaian wanprestasi di dalam perjanjian sewa 
menyewa mobil di CV. Pitoe Group. 
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Wanprestasi sewa 
menyewa mobil di CV. Pitoe Group. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini yaitu : 
a. Manfaat Teoritis 
Manfaat teoritis dari penulisan ini yaitu : 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya mengenai wanprestasi 
dan sewa menyewa. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan terhadap 
wanprestasi yang terjadi dalam sewa menyewa mobil. Agar pihak yang 
terlibat dalam sewa menyewa lebih berhati-hati dalam menggunakan jasa 
sewa menyewa mobil. 
3. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan-
penulisan sejenis untuk tahap berikutnya. 
b. Manfaat Praktis  
Manfaat praktis dari penulisan ini yaitu : 
1. Manfaat bagi pengelola dan pemilik usaha sewa menyewa mobil adalah 
dapat menambah pengetahuan tentang perjanjian sewa menyewa mobil 
6 
 
 
 
dan penyelesaian wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian sewa 
menyewa mobil. 
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi pihak-pihak yang 
terkait dalam sewa-menyewa supaya melaksanakan praktek sewa-
menyewa sesuai dengan hukum Islam. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
bahan referensi untuk menyempurnakan atau perbandingan bagi peneliti 
selanjutnya yang sifatnya sejenis dan ingin melakukan penelitian 
mengenai Wanprestasi sewa menyewa mobil. 
E. Kerangka Teori 
1. Sewa Menyewa 
 Teori sewa menyewa ini digunakan karena dalam penyelesaian sewa 
menyewa suatu barang atau jasa mengunakan teori tersebut. Maka dapat 
dijelaskan walaupun sewa menyewa tergolongan perjanjian konsensual, tetapi 
undang-undang membedakan dari akibat-akibatnya antara sewa menyewa 
tertulis dan sewa menyewa lisan, Hukum asal Ijarah adalah mubah atau 
dibolehkan sepanjang tidak terdapat dalil yang mengharamkannya.
8
 
 Madzhab Hambali berpendapat, sebagaimana dijelaskan oleh Hendi 
Suhendi dalam bukunya bahwa, ketika Ijarah telah berakhir penyewa harus 
melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk 
menyerah-terimakannya seperti, barang titipan. Selanjutnya, mereka juga 
berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad Ijarah dan tidak terjadi 
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kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi 
penyewa.
9
 
2. Penyelesaian Wanprestasi 
 Dalam sejarah Islam bila terjadi suatu sengketa baik dalam bidang 
keluarga maupun dalam bidang bisnis, maka lembaga yang dapat 
menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui mekanisme perdamaian (al-
sulh), arbitrase (al-tahkim), dan atau pengadilan (al-qadha).
10
 
 Ciri utama dari proses penyelesaian sengketa adalah para pihaklah yang 
memutuskan hasil dari yang disengketakan, yaitu yang menjadi putusan 
finalnya. Prosesnya adalah melalui bentuk-bentuk dari alternatif penyelesaian 
sengketa itu sendiri, seperti negosiasi yaitu penyelesaian langsung oleh para 
pihak yang bersengketa atau pengadilan yaitu dengan bantuan pengadilan, dan 
pengadilan yang menetapkan suatu keputusan, tetapi menggunakan suatu 
proses terstruktur untuk membantu para pihak menyelesaikan apa yang 
mereka sengketakan. Pengendalian terhadap bentuk-bentuk penyelesaian akhir 
tetap berada di tangan pihak-pihak yang bersengketa.
11
 
F. Tinjauan Pustaka 
 Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk membedakan penelitian yang 
akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya pada satu tema yang sama 
dan juga untuk mempertegas penelitian peneliti bahwa penelitian ini memang 
benar-benar baru dan belum ada yang meneliti supaya tidak saling tumpang tindih 
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dalam masalah yang sama. Untuk melengkapi informasi yang ada, maka perlu 
diadakannya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang peneliti 
bahas, yaitu diantaranya: 
1. Penelitian oleh Benedictus Hargo 
 Benedictus Hargo (2005,Universitas Airlangga Surabaya) dengan judul 
“Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Kajian Kasus pada CV. Asri)” dalam 
skripsi tersebut membahas mengenai perjanjian sewa menyewa mobil pada 
CV. Asri baik penyewa maupun pihak ketiga memperoleh perlindungan 
hukum. Penyewa mobil tidak dibebani tanggung jawab atas rusaknya mobil 
sewa baik karena kondisi mobil itu sendiri maupun karena kecelakaan. 
Mengenai perlindungan hukum terhadap penyewa mobil maupun pihak ketiga 
dijamin oleh asuransi.sebagai suatu konsekensi atas kerugian yang diderita 
baik oleh penyewa, pihak ketiga maupun pihak yang menyewakam mobil dari 
kemungkinan tidak memperoleh penggantian kerugian.
12
 
 Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, 
karena pada penelitian ini membahas tentang Perjanjian Sewa Menyewa 
Mobil, Sedangkan penelitian oleh penulis membahas mengenai Penyelesaian 
Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di CV. Pitoe Group. 
2. Penelitian Oleh Bagus Aldrian 
 Bagus Aldrian (2011, Universitas Negeri Semarang) dengan judul 
“Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kota Magelang” 
hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa penyelesaian sengketa perjanjian 
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sewa menyewa mobil di kota Magelang, sudah dilakukan dengan baik dan 
sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pelaksanaan perjajian sewa menyewa mobil 
di Kota Magelang juga sudah sesuai dengan Syarat sahnya perjanjian seperti 
yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
13
 
 Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, 
karena pada penelitian ini penulis membahas mengenai penyelesaian sengketa 
melalui Undang-Undang, Sedangkan penelitian oleh penulis ditinjau dengan 
Fiqh Muamalah. 
3. Penelitian Oleh Isna Rahmawati Zakiyah 
 Isna Rahmawati Zakiyah (2012, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta) dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa 
Menyewa Mobil di Rental Mobil Ran’s Jaya Transport” dalam perjanjian 
sewanya sudah sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi, ketika Rental 
kekurangan armada maka pihak rental akan menggunakan mobil yang 
digadaikan oleh nasbah yang menurut hukum Islam hal tersebut dilarang.
14
 
 Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, 
karena penelitian ini membahas Praktik Sewa Menyewa, Sedangkan penelitian 
penulis membahas mengenai Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian 
Sewa Menyewa Mobil di CV. Pitoe Group 
4. Penelitian Oleh Dina Aprilia 
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 Dina Aprilia (2016, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta) 
dengan Judul “Metode Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pembiayaan 
Mudharabah” hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa hal-hal yang 
menyebabkan terjadinya wanprestasi terhadap pembiayaan Mudharabah 
adalah pihak Mudarib kesengajaan dan faktor kelalaian yang mengakibatkan 
tidak terpenuhinya kewajiban yang sudah disepakati di awal perjanjian. 
Sedangkan metode yang digunakan untuk penyelesaian wanprestasi terhadap 
pembiayaan Mudharabah adalah musyawarah dengan mendatangkan pihak 
ketiga, penjadwalan kembali, pemberian keringanan angsuran, eksekusi 
jaminan.
15
   
 Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, 
karena penulis ini membahas metode penyelesaian wanprestasi mengunakan 
tinjauan Mudharabah, Sedangkan penelitian oleh penulis membahas mengenai 
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di CV. 
Pitoe Group 
5. Penelitian Oleh Muna Maimuna Dewi 
 Muna Maimuna Dewi (2016, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Surakarta) dengan Judul “Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Di 
Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo” hasil dari penelitian 
tersebut, dapat disimpulakan bahwa pelaksanaan sewa-menyewa tanah kas 
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desa di Desa Mulur menggunakan sistem lelang yang mana itu hanya 
merupakan sebutan masyarakat untuk melakukan sewa-menyewa.
16
  
 Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, 
karena penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah 
Kas Desa, Sedangkan penelitian oleh penulis membahas mengenai 
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di CV. 
Pitoe Group. 
6. Penelitian Oleh Nur Azizah  
 Nur Azizah (2018, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta) dengan 
Judul “Penyelesaian Wanprestasi Akad Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro (Arrum) 
Bpkb di Pt Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi Ditinjau Dari 
Fatwa DSN No:68/DSN-MUI/III/2018 Tentang Rahn Tasjily” hasil dari 
penelitian tersebut menunjukan bahwa dalam penyelesaian wanprestasi akad 
ar-Rahn untuk Usaha Mikro (ARRUM) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor 
(BPKB) di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi secara 
umum sudah memenuhi ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional  
No:68/DSN-MUI/III/2018 Tentang Rahn Tasjily.
17
  
 Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, 
karena penelitian ini membahas tentang Penyelesaian Wanprestasi Akad Ar-
Rahn Untuk Usaha Mikro (Arrum) Bpkb di Pt Pegadaian, penelitian tersebut 
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jelas berbeda dengan penelitian oleh penulis karena penulis membahas 
mengenai Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil 
Di CV. Pitoe Group 
G. Metode Penelitian  
 Berdsarkan data yang diperlukan maka penelitian ini menggunakan bentuk 
penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan 
berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka. Penelitian kualitatif adalah prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
18
 
 Sementara penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang 
ditunjukan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena 
yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.
19
 
1. Jenis Penelitian 
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), karena 
dalam penelitian ini penulis turun langsung ke tempat penelitian dengan 
subyek penelitian CV. Pitoe Group dengan metode pendekatan kualitatif. 
Pendekatan kualitatif ini bersifat mengembangkan teori yaitu dengan 
mengumpulkan data dari CV. Pitoe Group yang berupa dokumentasi dan 
wawancara untuk dianalisa serta untuk mendapatkan hasil yang kualitatif. 
2. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan 
penelitian untuk memperoleh data yang di inginkan. Penelitian ini 
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dilaksanakan di CV. Pitoe Group yang beralamat di Jalan Sumantri No.22, 
Dusun II, Pucangan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Waktu penelitian 
dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2019. 
3. Sumber Data 
 Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis 
mengklasifikasi menjadi dua sumber yaitu:  
a. Data Primer 
Data primer yaitu sumber pertama melalui prosedur dan teknik 
pengambilan data yang tepat berupa wawancara, obseservasi.
20
 tentang 
penyelesaian wanprestasi terhadap CV.Pitoe Group. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 
Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku 
reverensi, karya ilmiah, jurnal yang akan melengkapi hasil wawancara, 
observasi yang telah ada.
21
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
 Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan 
mengumpulkan data dari sumber data primer. Teknik pengumpulan data 
primer yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi pada CV. 
Pitoe Group. 
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a. Wawancara (Interview) 
Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang 
dilakukan oleh dua pihak . yaitu pewawancara yang mengajukan 
pertanyaan dan yang diwawancarai yang memeberikan jawaban atas 
pertanyaan . dalam hal ini penelitian menggunakan wawancara struktur, 
dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan 
pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas 
hipotesis yang disusun dengan ketat.
22
 Dalam hal ini peneliti akan 
melakukan wawancara dengan pemilik Rental CV. Pitoe Group. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 
berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumental dari 
seseorang.
23
 Data yang dipakai berupa data-data primer seperti laporan, 
data berupa gambar yang ada pada CV. Pitoe Group. 
5. Analisi Data 
 Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah data 
menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk 
dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang 
terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Teknik analisis data yang 
digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu 
dengan menjabarkan sejumlah data-data mengenai permasalahan yang ada 
dalam wanprestasi di CV. Pitoe Group 
                                                          
 
22
 Lexy J. Moleong, Metodologi....., hlm. 138 
 
23
 Sugiyono, Metode.......,hlm. 239 
15 
 
 
 
H. Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulisan menguraikan beberapa masalah yang akan diteliti 
menjadi latar belakang masalah. Dari beberapa masalah tersebut maka dapat 
disimpulkan menjadi rumusan masalah. Dengan demikian dalam penelitian ini 
juga memiliki beberapa tujuan penelitian. Sehingga dapat memberikan manfaat 
penelitian bagi pembaca. Dalam hal penelitian penulisan menggunakan beberapa 
teori yang disusun menjadi kerangka teori. Kemudia untuk membedakan 
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka disusun tinjauan pustaka untuk 
mempertegas ruang lingkup penelitian ini. Dalam menganalisis pembahasan 
dalam penelitian menggunakan metode penelitian untuk mengetahui jenis 
penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian,teknik pengumpulan data 
serta teknik analisis data. Selanjutnya dibuat sistematika penulisan agar 
mempermudah penulis dalam melakukan penulisan hasil dari penelitian ini. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Berisi uraian teori-teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian yang 
berkaitan dengan sewa menyewa, wanprestasi, perjanjian.  
BAB III : DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu CV. Pitoe 
Group dan data-data yang relevan dalam penelitian yang akan peneliti analisis. 
Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang berkaitan dengan praktek 
penyelelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa yang terjadi di CV. 
Pitoe Group. 
16 
 
 
 
BAB IV : ANALISIS  
Dalam bab ini membahas mengenai analisis dan pembahasan dari hasil penelitian 
yang dilakukan secara mendalam, dalam bab ini akan dipaparkan hasil data yang 
diperoleh baik dari sudut pustaka maupun dari hasil penelitian lapangan. Dalam 
penelitian ini, penulis akan menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam 
perjanjian sewa menyewa yang terjadi di CV. Pitoe Group. 
BAB V : PENUTUP 
Berisi uraian tentang kesimpulan dan saran yang telah diperoleh peneliti dari 
analisa pembahasan masalah yang diteliti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM AKAD IJARAH 
A. Tinjauan Umum tentang Sewa Menyewa 
1. Pengertian Sewa-Menyewa (Ijarah) 
 Sewa menyewa berasal dari kata “Sewa” dan “Menyewa”, kata 
sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa.  Sedangkan 
kata “Menyewa” berarti memakai dengan membayar uang sewa.1 
Pengertian sewa menyewa menurut Pasal 1548 B.W adalah: 
”Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 
kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan 
pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu 
disanggupi pembayarannya”. 
 
Sewa menyewa sesungguhnya merupakan suatu transaksi yang 
memperjual-belikan manfaat suatu harta benda.
2
  Tansaksi ini banyak 
sekali dilakukan oleh manusia, baik manusia jaman dahulu maupun 
manusia jaman sekarang, atau dapat diartikan bahwa semua barang yang 
mungkin diambil manfaatnya dengan tetap zatnya, sah untuk disewakan, 
apabila kemanfaatannya itu dapat ditentukan dengan salah satu dari dua 
perkara, yaitu dengan masa dan perbuatan. Sewa menyewa dengan mutlak 
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 A. Mas’adi Ghufron, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Semarang : Rajawali Pers, 2002), 
hlm. 181. 
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(tidak memakai syarat) itu menetapkan pembayaran sewa dengan tunai, 
kecuali apabila dijanjikan pembayaran dengan ditangguhkan.
3
 
Hukum asal Ijarah adalah mubah atau dibolehkan sepanjang tidak 
terdapat dalil yang mengharamkannya. Disamping itu, ada yang disebut 
dengan Hukum Ijarah Sahih, yang menurut Rachmat Syafi’i merupakan 
tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau 
orang yang menyewakan barang dan jasa. Ijarah termasuk jual beli 
pertukaran yang substansinya berada pada manfaat barang atau jasa.
4
 
Dari berbagai pengertian tersebut adapun menurut istilah, Al-ijarah 
artinya mempersewakan. Menurut istilah, Ijarah adalah akad atas manfaat 
barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak pemilik barang atau jasa 
dengan pihak penyewa menurut syarat-syarat yang dibenarkan oleh syara. 
Dalam sewa-menyewa barang atau jasa terdapat manfaat dari objek 
tersebut dan batas waktu serta harga sewanya jelas. Objek sewa-menyewa 
tidak berpindah kepemilikan zatnya, melainkan hanya manfaatnya 
sehingga ketika masa sewanya habis, barang tersebut secara otomatis 
kembali kepada pemiliknya, seperti menyewakan kendaraan,rumah, tanah, 
dan sebagainya.
5
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2. Rukun dan Syarat-Syarat Sewa-Menyewa (Ijarah) 
 Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, sebagaimana dijelaskan oleh 
M. Ali Hasan dalam bukunya bahwa, rukun Ijarah  hanya satu, yaitu Ijab 
dan Qabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa).
6
 
 Jumhur Ulama berpendapat, bahwa rukun Ijarah ada empat : 
1) Aqid ( Orang yang berakad) 
2) Shighat (Akad) 
3) Ujrah (Upah) 
4) Manfaat barang dan jasa 
Adapun syarat-syarat ijarah, terdiri atas empat macam, yaitu : 
1) Syarat al-inqad (terjadinya akad) 
2) Syarat an-nafadz (syarat pelaksanaan akad) 
3) Syarat sahnya akad 
4) Syarat lazim 
 Syarat terjadinya akad berkaitan dengan Aqid, Zat Akad, dan 
tempat akad. Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh Aqid atau 
ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliyah). Dengan demikian, 
Ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau 
tidak diizinkan oleh pemiliknya,tidak dapat menjadi adanya Ijarah.
7
 
 Menurut Hendi Suhendi, rukun dan syarat Ijarah adalah sebagai 
berikut. 
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a. Mujir dan Mustajir, yaitu orang-orang yang melakukan akad sewa-
menyewa atau upah-mengupah. Mujir adalah orang yang memeberikan 
upah dan yang menyewakan, Mustajir adalah orang yang 
menerimaupah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. 
Mujir dan Mustajir harus balig, berakal, cakap melakukan tasharruf 
(mengendalikan harta), dan saling merelakan. 
b. Shighat Ijab dan Qabul antara Mujir dan Mustajir, ijab kabul sewa-
menyewa dan upah-mengupah. Misalnya, “Aku sewakan mobil ini 
kepadamu dengan harga sewa per hari Rp.200.000,00.” Mustajir 
menjawab, “aku terima mobilmu dengan harga tersebut.” Terjadilah 
serah terima barang yang dimaksudkan dari pihak pemilik mobil 
kepada penyewanya. 
c. Ujarah atau upah harga sewa. Disyaratkan harganya diketahui dengan 
jelas jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam transaksi sewa-
menyewa barang maupun upah-mengupah jasa. 
d. Ada barang yang disewakan atau tenaga yang disewa berupa jasa atau 
keahlian tertentu dari orang yang disewa.
8
 
 Untuk sahnya sewa-menyewa, ada beberapa syarat yang harus 
diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 
a. Orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa yang telah 
memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya. 
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b. Kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum, yaitu mempunyai 
kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. 
c. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa atau 
upah-mengupah harus mencerminkan sikap saling merelakan, tidak 
ada sedikit pun unsur pemaksaan yang menyebabkan kerugian pada 
masing-masing pihak. 
d. Barang yang dijadikan objek bukan hanya jelas keberadaannya, tetapi 
harus dapat di serah terimakan dan mengandung manfaat yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan penyewanya.
9
 
 Dalam pelaksanaan sewa-menyewa barang, bukan hanya 
manfaatnya yang harus diperhatikan, melainkan batas waktu penyewaan, 
harga sewa, dan fungsi-fungsi yang dimiliki barang sehingga dalam 
transaksi sewa-menyewa terdapat hal-hal berikut: 
a. Penjelasan manfaat, yaitu manfaat benda yang disewakan benar-benar 
jelas diketahui. 
b. Penjelasan waktu, yaitu waktu minimal atau maksimal dari masa 
penyewaan barang atau jasa, 
c. Penjelasan harga sewa, yaitu untuk membedakan harga sewa sesuai 
dengan waktunya, misalnya per bulan, per tahun atau per hari.  
d. Penjelasan jenis pekerjaan, yaitu menjelaskan jasa yang dibutuhkan 
penyewa dan orang yang dapat memberikan jasanya. Misalnya, 
pembantu rumah tangga, tukang kayu, sopir, dan sebaginya.
10
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 Pemanfaatan barang pun harus dibenarkan oleh syariat Islam. 
Tidak dibenarkan memperkerjakan orang untuk melaksanakan pekerjaan 
yang wajib dilaksanakan oleh penyewa menurut syara. Demikian pula, 
tidak dibenarkan menyewa orang atau tempat untuk kemaksiatan. Oleh 
karena itu, tidak boleh menyewa barang atau jasa keluar dari kesepakatan 
dalam hal pengembalian manfaatnya, kecuali dilakukan kontrak keduanya. 
Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak penyewa dan yang 
menyewakan, terdapat pula syarat kelaziman yang terdiri atas dua hal, 
yaitu: 
1. Ma’qud alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat. Jika terdapat cacat 
pada barang sewaan, penyewa boleh memilih untuk melanjutkan atau 
membatalkan niat menyewa barang bersangkutan. 
2. Tidak terdapat uzur yang membatalkan akad. Uzur yang dimaksudkan 
adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudaratan bagi yang 
akad.
11
 
3. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (Ijarah) 
Dasar hukum atau landasan hukum Ijarah adalah Al-Quran, Al-Hadits, 
dan Ijma. 
a. Al-Qur’an 
Dasar hukum Ijarah dari Al-Quran adalah Surat At-Talaq [65] ayat 6 : 
 َّنُهَروُُجأ َّنُهُوتآَف ْمُكَل َنْعَضَْرأ ْنَِإف 
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“...kemudian jika mereka menyusuhkan (anak-anak)mu maka berikanlah 
imbalannya...” (Q.S.At-Talaq [65]:6)12 
Ayat tersebut menjadi dasar hukum adanya Ijarah atau perburuhan. 
Secara umum, menyewa jasa orang lain hukumnya dibolehkan. 
b. Al-Hadits 
Dasar hukum kedua adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari 
Ibnu Umar: 
 ُُهقَرَع َّف َِيَ ْنَأ َلْب َق َُهرْجَأ َيرِجَلأا اُوطَْعأ 
“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya” (H.R.Ibnu 
Majah dari Ibnu Umar).
13
 
c. Ijma 
 Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di 
seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi Ijarah. Dari beberapa nash 
yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyariatkan dalam 
Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada 
keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang 
satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. 
 Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan 
yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat 
uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup 
tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan 
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bahwa pada dasarnya Ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas 
antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu 
bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.
14
 
4. Macam – macam Sewa-Menyewa (Ijarah) 
Pada dasarnya, Ijarah terdiri atas dua macam, yaitu: 
1. Ijarah benda atau barang yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya. 
 Dalam kontrak Ijarah yang bersifat manfaat, apabila terdapat cacat 
pada objek Ijarah yang bisa mempengaruhi Ujrah, maka penyewa 
memiliki hak khiyar antara membatalkan akad Ijarah atau 
melanjutkan. Sedangkan apabila objek mengalami kerusakan ditengah 
masa kontrak, maka akad Ijarah menjadi batal. Sebab objek akad 
Ijarah yang mengalami kerusakan telah ditentukan, sehingga pihak 
pemberi sewa tidak memiliki tanggungan untuk menggantinya dengan 
objek lain.
15
 
 Ijarah di bidang kebendaan atau sewa-menyewa barang, di 
antaranya adalah: 
a) Sewa tanah, yaitu menyewakan tanah kepada penyewa untuk 
dimanfaatkan menjadi kebun, ladang, dan aktivitas pertanian 
lainnya. 
b) Sewa rumah, yaitu menyewakan rumah kepada penyewa untuk 
ditinggali sesuai dengan kesepakatan, baik waktu sewanya maupun 
harganya. 
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c) Sewa kendaraan atau rental mobil, motor, dan sejenisnya, yaitu 
menyewakan kendaraan kepada penyewa untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya, baik disewakan per hari, per minggu, atau 
per bulan.
16
 
2. Ijarah jasa atau keahlian dan tenaga, baik manusia maupun hewan, 
yang disebut dengan perburuhan. 
 Dalam kontrak Ijarah yang bersifat pekerjaan, apabila terdapat 
cacat pada objek, tidak menetapkan hak khiyar bagi penyewa. 
Demikian juga jika objek akad mengalami kerusakaan di tengah masa 
kontrak, maka akad Ijarah tidak batal. Artinya, pihak yang 
menyewakan tetap memiliki tanggungan untuk memberikan layanan 
jasa sesuai perjanjian hingga kontrak selesai.
17
 
 Tidak ada dalil yang melarang melakukan Ijarah di bidang jasa 
atau keahlian. Bahkan menyewa orang untuk menjadi penagih utang 
pun tidak ada yang mengharamkan, artinya hukum asalnya 
membolehkan. Hal yang terpenting dalam akad sewa-menyewa adalah 
rukun dan syarat-syarat dalam Ijarah telah terpenuhi sebagaimana 
disyariatkan ajaran Islam.
18
 
5. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa (Ijarah) 
 Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad Ijarah, 
apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah 
berpendirian bahwa akad Ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh 
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dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang 
berakad seperti salah satu pihak sudah wafat atau kehilangan kecakapan 
bertindak dalam hukum.
19
 
 Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad 
ijarah itu seperti mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh 
dimanfaatkan. Akibat berbeda pendapat ini dapat diamati dalam kasus 
apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiah, apabila salah 
seorang meninggal dunia maka akad ijarah batal karena manfaat tidak 
boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat 
itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-mal). Oleh sebab itu 
kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad Ijarah.
20
 
Hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasakhnya akad adalah 
sebagai berikut : 
1. Fasakh karena rusaknya akad. 
Jika suatu akad berlangsung secara fasid, seperti bai’Al-majhul atau 
bai Al-muaqqat, maka akad harus difasakhkan baik oleh para pihak 
yang berakad maupun oleh keputusan qadhi. Kecuali terdapat halangan 
faskh, misalnya jika pihak pembeli telah menjual atau menghibahkan 
kepada pihak lain. 
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2. Fasakh karena khiyar. 
Shabibul khiyar berhak memfasakh akad jika menghendakinya,kecuali 
dalam kasus khiyar setelah penyerahan barang, kecuali dengan 
kerelaan pihak lainnya atau berdasarkan keputusan qadhi. 
3. Fasakh berdasarkan iqalah. 
Iqalah adalah memfasakhkan akad berdasarkan kesepakatan kedua 
pihak, seperti jika salah satu pihak mereka menyesal lalu menghendaki 
untuk membatalkannya, yang demikian ini hanya bisa terjadi atas 
kesepakatan pihak lain. 
4. Fasakh karena tidak ada realisasi. 
Fasakh ini khusus berlaku pada khiyar naqd, sebagaimana telah 
diuraikan di muka. Misalnya karena rusaknya obyek akad sebelum 
penyerahan,atau seperti pada kasus ijarah lantaran adanya udzur 
(halangan) pada pihak musta’jir atau pada benda yang disewa dan lain 
sebagainya. 
5. Fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisir. 
Jika batas waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir, atau jika 
tujuan akad telah terealisir, maka akad dengan sendirinya menjadi 
fasakh (berakhir). Seperti ketika batas waktu sewa telah berakhir, 
ketika hutang gadai telah terlunasi, ketika wakalah telah 
dilaksanakan,dan lain sebagainya.
21
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6. Pengembalian Barang Sewaan 
 Menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman 
Ghazaly, et al dalam bukunya menyatakan bahwa, jika akad Ijarah telah 
berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika 
barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak), 
seperti kendaraan, binatang, dan sejenisnya, ia wajib menyerahkan 
langsung pada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak dapat 
dipindahkan (barang yang tidak bergerak), seperti rumah, tanah, bangunan, 
ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, 
seperti keadaan semula.
22
 
Dari pendapat di atas, bahwa penyewa wajib mengembalikan 
barang sewaannya ketika akad telah berakhir, dan apabila barang sewaan 
tersebut mengalami kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada 
kewajiban menanggung kerusakan bagi penyewa. 
B. Tinjauan Umum Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian 
 Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji 
kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan 
antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan.
23
  
 Rumusan tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian harus 
merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling 
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mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal 
yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan 
demikian bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah 
pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak 
bertentangan dengan syariat Islam.
24
 
 Demikian, perjanjian merupakan sumber terpenting yang 
melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari 
undang-undang atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari 
perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada 
kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari 
perjanjian.
25
  
Perjanjian adalah suatau hubungan Hukum kekayaan atau harta 
benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu 
pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak 
lain untuk menunaikan prestasi.
26
 
Perjanjian sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana 
pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang 
lainnya kenikmatan sesuatu barang, selama jangka waktu tertentu, dan 
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dengan menyanggupi membayar harga yang telah di teteapkan untuk 
pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.
27
 
Bentuk perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu 
perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal ini dibuat 
secara tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila para 
pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian 
tertentu, undang-undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila 
bentuk itu diingkari maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian 
bentuk tertulis suatu perjanjian tidak saja sebagai alat pembuktian, tetapi 
juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa (perjanjian) itu.
28
 
2. Syarat-syarat Perjanjian  
 Di dalam Hukum Kontrak (Law of Contract) Amerika, ditentukan 
empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: 
a. Adanya offer (penawaran) dan acceptance (penerimaan) 
b. Metting of minds (persesuaian kehendak) 
c. Konsiderasi (prestasi) 
d. Competent legal parties (kewenangan hukum para pihak) dan legal 
subject matter (pokok persoalan yang sah).
29
 
 Di dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian di 
atur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan empat syarat 
sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut. 
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1. Kesepakatan  
 Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu 
orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang dikehendaki oleh 
pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka 
menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Sepakat mereka 
yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang 
membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau 
saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para 
pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Persetujuan 
dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.
30
  
 Suatu kesepakatan diawali dengan penawaran, yang merupakan 
pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lawan. Penawaran 
tersebut kemudian diikuti dengan pernyataan kehendak dari pihak 
lawan untuk menerima penawaran tersebut, yang disebut dengan 
penerimaan. Penawaran adalah usulan yang disampaikan kepada pihak 
lainnya untuk membuat suatu perjanjian dan ketika usulan tersebut 
diterima, akan timbul dan berbentuk suatu perjanjian.
31
 
2. Kecakapan  
 Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk 
melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang 
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akan menimbulkan akibat hukum.
32
 Hal ini ditegaskan dalam Pasal 
1329 KUHPerdata berikut. 
“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, 
jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap” 
Undang-undang yang dimaksud menyatakan tidak cakap itu adalah 
Pasal 1330 KUHPerdata, yakni orang-orang yang belum dewasa, 
mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan 
dan hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya 
semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat 
persetujuan –persetujuan tertentu.33 
3. Suatu hal tertentu 
Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian bahwa suatu perjanjian harus 
mengenai oleh suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian 
yaitu, objek perjanjian, sehingga yang diperjanjikan harus cukup jelas, 
masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya. Suatu hal 
tertentu tidak lain adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban yang 
timbul dari perjanjian. Suatu hak tertentu dalam perjanjian adalah 
barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Objek perjanjian itu diatur 
dalam Passal 1333 KUHPerdata.
34
 
4. Suatu sebab yang halal 
 Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak dijelaskan pengertian orzaak 
(kausa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdata, hanya 
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disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila 
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban 
umum.
35
 
3. Unsur-unsur Perjanjian 
 Suatu perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokan menjadi 
dua, yaitu unsur essensialia dan bukan essensialia. Terhadap yang disebut 
belakangan ini terdiri atas unsur naturalia dan accidentalia. 
1. Unsur Essensialia 
Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur 
essensialia, karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. 
2. Unsur Naturalia 
Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam Undang-undang, tetapi para 
pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya. Dalam hal ini 
ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah (regelend 
atau aanvullendrecht). 
3. Unsur Accidentalia 
Unsur ini sama halnya dengan unsur naturalia dalam perjanjian yang 
sifatnya penambahan dari para pihak. Undang-undang (hukum) sendiri 
tidak mengatur tentang hal itu.
36
 
Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian adalah: 
1. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian, pihak-pihak dimaksud adalah 
subjek perjanjian. 
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2. Konsensus antara para pihak 
3. Objek perjanjian 
4. Tujuan dilakukannya perjanjian yang bersifat kebendaan atau harta 
kekayaan yang dapat dinilai dengan uang 
5. Bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan maupun tulisan.37 
4. Asas-asas Perjanjian 
 Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas yang menjadi dasar 
penting dalam pelaksanaan perjanjian. Ada sepuluh asas-asas dalam 
perjanjian sebagai berikut :  
1. Asas kebebasan berkontrak 
2. Asas konsensualime 
3. Asas kepercayaan 
4. Asas kekuatan mengikat 
5. Asas persamaan hukum 
6. Asas keseimbangan 
7. Asas kepastian hukum 
8. Asas moral 
9. Asas kepatutan  
10. Asas kebiasaan 
 Secara umum, dari kesepuluh asas yang ada, dapat disaring lagi 
dan diambil intinya menjadi tiga asas, yaitu: 
1. Asas konsensualisme (konsensus).  
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  Asas ini yang menyatakan bahwa perjanjian dapat dikatakan 
selesai dengan adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak dari 
para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan demikian, harus ada 
persamaan pandangan dari para pihak untuk tercapainya tujuan dari 
perjanjian.
38
 
  Selain dari itu, asas Konsensualisme menekankan suatu janji lahir 
pada detik terjadinya konsensus (kesepakatan atau persetujuan antara 
kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi 
objek perjanjian. Apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka 
bukti tercapainya konsensus adalah saat ditandatanganinya perjanjian 
itu oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Namun demikian, tidak semua 
perikatan tunduk dengan asas ini, karena terhadapnya ada pengecualian 
yakni terhadap perjanjian formal (hibah, perdamaian, dan lain-lain) 
serta perjanjian riil (pinjam pakai, pinjam-meminjam, dan lain-lain).
39
 
2. Asas kekuatan mengikat.  
  Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh 
pihak-pihak berlakunya akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali 
secara sepihak.
40
 
3. Asas kebebasan berkontrak. 
  Asas ini berarti bahwa kebebasan seseorang untuk membuat 
perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan 
kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, 
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sekalipun perjanjian itu bertentangan dengan pasal-pasal hukum 
perjanjian.
41
 
  Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan 
suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para 
pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan 
tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus 
dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini 
tidak absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari’ah Islam, 
maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.
42
 
5. Berakhirnya suatu Perjanjian 
 Hapusnya perjanjian harus benar-benar dibedakan dari pada hapusnya 
perikata, karena suatu perikatan dapat dihapus, sedangkan persetujuannya 
yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian 
jual beli, dengan dibayarnya harga, maka perikatan menganai pembayaran 
menjadi hapus, sedangkan persetujuan belum, karena perikatan mengenai 
penyerahan barang belum terlaksana. Hanya jika semua perikatan-
perikatan dari pada persetujuan telah hapus seluruhnya,  maka 
persetujuannyapun akan berakhir. Dalam hal ini, hapusnya persetujuan 
sebagai akibat daripada hapusnya perikatan-perikatannya.
43
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 Berdasarkan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
berakhirnya atau hapusnya perjanjian karena hal-hal sebagai berikut: 
a. Pembayaran  
b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau 
penitipan 
c. Pembaruan utang 
d. Perjumpaan utang atau kompensasi 
e. Pencampuran utang 
f. Pembebasan utang 
g. Musnahnya barang yang terutang 
h. Kebatalan dan pembatalan  
i. Berlakunya syarat batal 
j. Kedaluwarsa 
 Pada umumnya perjanjian akan hapus bila tujuan perjanjian telah 
tercapai. Dan masing-masing pihak telah saling menunaikan kewajibannya 
atau prestasinya sebagimana dikhendaki mereka bersama. Perjanjian dapat 
hapus karena:
44
 
a. Tujuan dari perjanjian telah tercapai dan masing-masing pihak telah 
memenuhi kewajibannya atau prestasinya. 
b. Perjanjian hapus karena adanya putusan hakim. 
c. Salah satu pihak mengekhiri dengan memperhatikan kebiasaan-
kebiasaan setempat terutama dalam hal jangka waktu pengakhiran. 
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d. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang sedang 
berlangsung, misalnya dalam peristiwa tertentu perjanjian akan hapus 
seperti yang disebutkan dalam Pasal 1603 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang menyebutkan dengan meninggalkan 
salah satu pihak perjanjian akan hapus. 
e. Perjanjian akan hapus apabila telah lewat waktu yang ditentukan 
bersama. 
f. Perjanjian akan berakhir menurut batas waktu yang ditentukan 
Undang-Undang.
45
 
6. Prestasi dan Wanprestasi 
1. Prestasi 
 Prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam 
setiap perikatan. Dengan kata lain, prestasi adalah objek perikatan. 
Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai 
jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1235 ayat (1) 
KUHPerdata, peringatan pemberian sesuatu adalah menyerahkan 
kekuasaan yang real atau suatu benda dari debitur kepada kreditur, 
misalnya dalam perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, 
perjanjian hibah, perjanjian gadai, dan perjanjian utang piutang. 
Dalam perikatan yang objek “berbuat sesuatu”, debitur wajib 
melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, 
misalnya melakukan perbuatan menyita jaminan, membongkar 
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bangunan, mendirikan, melelang jaminan dan sebagainya. Prestasi 
lainnya adalah “tidak berbuat sesuatu”, debitur bersikap pasif karena 
telah ditetapkan dalam perikatan. Apabila debitur melakukan 
perbuatan tertentu yang seharusnya tidak diperbuat, ia dinyatakan 
telah melanggar perikatan, misalnya debitur tidak boleh menggunakan 
uang hasil pinjamnya untuk kegiatan bersifat konsumtif dan 
pemborosan, seperti berjudi, bisnis trading, valuta asing, dan berfoya-
foya untuk belanja kebutuhan pribadi yang tidak diperlukan. Jika 
perbuatan tersebut dilakukan secara otomatis, debitur telah melanggar 
ketentuan perikatan.
46
 
 Dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prestasi 
dalam arti memberikan sesuatu adalah memberikan semua hak milik 
dari debitur kepada kreditur. Prestasi dalam arti berbuat sesuatu adalah 
tidak memberikan semua hak milik dan perbuatannya tidak termasuk 
memberikan sesuatu. Prestasi dalam arti tidsk berbuat sesuatu adalah 
lawan dari wanprestasi atau ingkar janji.
47
 
 Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. 
Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka 
perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya 
kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-
sifat dari prestasi tersebut, yakni: 
a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan 
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b. Harus mungkin 
c. Harus diperbolehkan (halal) 
d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur 
e. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.48 
2. Wanprestasi  
 Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda 
“wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban 
yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu 
perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun 
perikatan yang timbul karena undang-undang.
49
 
 Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua 
kemungkinan alasan, yaitu: 
a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi 
kewajiban maupun karena kelalaian. 
b. Karena keadaan memaksa (overmacht), force majeure, artinya di 
luar kemampuan debitur. 
Dengan kata lain, wanprestasi terjadi karena: 
a. Debitur yang sama sekali tidak memenuhi perikatan 
b. Debitur terlambat memenuhi perikatan 
c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. 
 Wanprestasi memebrikan akibat hukum terhadap pihak yang 
melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak 
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pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan 
wanprestasi untuk memberi ganti rugi atau dapat pula membatalkan 
perikatan, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak 
pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.
50
 
3. Bentuk prestasi dan wanprestasi  
1) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan 
perkataan lain, terlambat melakukan prestasi.
51
 
2) Tidak memenuhi prestasi,artinya debitur tidak memenuhi 
kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu 
perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan 
undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-
undang. 
3) Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya debitur melaksanakan 
atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan 
oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut 
kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas 
yang ditetapkan oleh undang-undang.
52
 
4. Sanksi Bagi Debitur yang Wanprestasi 
 Kreditur yang menderita kerugian karena debiturnya wanprestasi 
dapat memilih berbagai kemungkinan, antara lain. 
1) Kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian, walaupun terlambat. 
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2) Kreditur dapat minta ganti rugi, yaitu kerugian karena debitur tidak 
berprestasi, berprestasi tapi tidak tepat waktu, atau berprestasi yang 
tidak sempurna. 
3) Kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian 
sebagai akibat lambatnya pelaksanaan perjanjian. 
4) Dalam perjanjian yang bertimbal balik, kelalaian satu pihak 
memberi hak kepada pihak lawannya untuk minta kepada Hakim 
agar perjanjian dibatalkan disertai ganti kerugian.
53
 
7. Overmacht 
 Overmacht adalah peristiwa yang tidak terduga yang terjadi diluar 
kesalahan debitur setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitur 
untuk memenuhi prestasinya. Sebelum pemborong dinyatakan lalai dalam 
menjalankan prestasinya dan karena tidak dapat dipersalahkan serta tidak 
menanggung resiko atas kejadian tersebut. Maka, sebagai sarana bagi 
debitur melepaskan diri dari gugatan kreditor, maka adanya overmacht 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah 
b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut di luar kesalahan debitur 
c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangya prestasi tersebut bukan 
resiko debitur.
54
 
 Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai overmacht membawa 
konsekuensi (akibat hukum), sebagai berikut: 
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a. Kreditor tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi 
b. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai 
c. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi 
d. Resiko tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal 
balik. 
e. Perikatan dianggap gugur.55 
Overmacht dapat dinyatakan tidak berhasil, apabila: 
a. Overmacht terjadi diluar kesalahan debitur, namun debitur telah dalam 
keadaan lalai 
b. Tercegahnya pemenuhan prestasi dapat diduga pada waktu penutupan 
perjanjian 
c. Tercegahnya pemenuhan disebabkan kesalahan sesorang yang di ikut 
sertakan dalam melaksanakan perikatan.Tercegahnya pemenuhan 
disebabkan oleh cacat-cacat benda yang digunakan debitur dalam 
melaksanakan perikatannya.
56
 
C. Penyelesaian Sengketa 
1. Penyelesaian Wanprestasi Menurut Hukum Positif 
a. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi) 
Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya 
penyelesaian sengekta di luar pengadilan tidak dapat dipercayai. 
Peradilan merupakan jalur penyelesaian konvensional untuk 
menyelesaikan berbagai macam sengketa misalnya yang timbul dari 
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ingkar janji, keluhan konsumen, keluhan masyarakat lingkungan, 
keluhan penderita luka karena kecelakaan, tuntutan pertanggung 
jawaban produk, sengketa pemborongan bangunan, sengketa sesama 
mitra bisnis dan lain-lain.
57
 
b. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (Non litigasi) 
Isitilah alternatif penyelesaian sengketa dapat temukan dalam undang-
undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa (LN Tahun 1999 No.138). istilah alternatif 
penyelesaian sengketa merupakan terjemahan dari istilah Inggris 
alternative dispute resolution yang lazim disingkat dengan sebutan 
ADR. Namun, sebagian kalangan akademik di Indonesia 
menerjemahkan istilah alternative dispute resolution dengan istilah 
“pilihan penyelesaian sengketa”.58 
c. Jenis-jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) 
Merujuk pada pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999, APS terdiri 
dari penyelesaian diluar pengadilan dengan menggunakan metode 
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jenias-
jenis APS sebagimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No.30 
Tahun 1999 tersebut dapat dipilih baik oleh para pelaku bisnis maupun 
masyarakat pada umumnya untuk menyelesaikan persengketa perdata 
yang mereka alami. Selanjutnya penulisan akan memberikan 
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penekanan pada metode mediasi dan negosiasi yang merupakan bagian 
dari APS.
59
 
2. Penyelesaian Wanprestasi Menurut Fiqh Muamalah 
  Dalam hukum perikatan Islam, penyelesaian wanprestasi bisa 
dilakukan melalui tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan perdamaian 
(sulhu), yang kedua dengan jalan Arbitrase (tahkim), dan yang terakhir 
melalui proses peradilan (al-qada).
60
 
1. Al-sulhu (Perdamaian) 
Merupakan jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan 
dalam suatu akad oleh para pihak. Dalam fiqh pengertian sulhu adalah 
suatu jenis usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, 
bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan 
hak, dengan usaha tersebut diharap akan berakhir perselisihan.
61
 
a. Dasar Hukum 
Dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa secara damai (sulh) 
ditegaskan dalam Al-Qur’an pada surat An-Nisaa (4) ayat 128 yang 
berbunyi: 
 اَمُه َن ْ ي َب اَحِلْصُي ْنَأ اَمِهْيَلَع َحاَنُج لاَف اًضَارْعِإ َْوأ ًازوُشُن اَهِلْع َب ْنِم ْتَفاَخ ٌَةَأرْما ِنِإَو
 ُسُف ْنلأا ِتَرِضُْحأَو ٌر ْ يَخ ُحْلُّصلاَو اًحْلُص  َابِ َناَك َهَّللا َّنَِإف اوُقَّ ت َتَو اوُنِسُْتُ ْنِإَو َّح ُّشلا
      ًايرِبَخ َنوُلَمْع َت 
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“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak 
acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya 
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian 
itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut 
tabiatnya kikir.Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik 
dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka 
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.”(QS. An-Nisa’/4 : 128).62 
 
Berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas, Wahbah Az-Zuhaily dan Sayyid 
Sabiq menyatakan bahwa hukum dasar penggunaan shulh dalam 
menyelesaikan sengketa adalah boleh (an-nadb). Kedua tokoh ini 
cenderung sepakat bahwa penggunaan shulh dilakukan di luar 
pengadilan, di mana para pihak bersepakat untuk tidak menempuh 
jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa mereka.
63
 
b. Rukun dan Syarat 
  Ada tiga rukun dalam perjanjian perdamaian, yakni: adanya 
ijab (offering), qabul (acceptance), dan lafadz (kata-kata/materi) 
perdamaian. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian 
diklasifikasikan sebagai berikut: 
1) Menyangkut Subjek 
Subjek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang 
yang cakap bertindak hukum. Selain cakap bertindak hukum 
juga harus mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang 
untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan 
dalam perdamaian tersebut. 
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2) Menyangkut Objek 
Objek perdamaian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
(a) Bentuk harta (dapat berupa benda berwujud seperti tanah 
dan dapat juga berupa benda tidak berwujud seperti hak 
milik intelektual) yang dapat dinilai atau dihargai, dapat 
diserahterimakan, dan bermanfaat. 
(b) Diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan 
kesamaran dan ketidak jelasan, yang pada akhirnya dapat 
melahirkan pertikaian  baru terhadap objek yang sama. 
3) Persoalan yang Boleh Didamaikan 
Adapun persoalan atau pertikaian yang boleh didamaikan 
hanyalah sebatas menyangkut tentang pertikaian berbentuk 
harta yang dapat dinilai dan pertikaian itu menyangkut hak 
manusia yang boleh diganti. Dengan perkataan lain, perjanjian 
perdamaian hanya sebatas persoalan-persoalan mu’amalah 
(hukum privat). Persoalan-persoalan yang menyangkut hak 
Allah tidak dapat diadakan perdamaian.  
4) Pelaksanaan Perdamaian 
Pelaksanaan perjanjian perdamaian bisa dilaksanakan dengan 
dua cara, yakni di luar sidang Pengadilan atau melalui sidang 
Pengadilan.
64
 
2. Tahkim (Arbitrase) 
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 Istilah tahkim berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. 
Sedangkan secara terminologis tahkim berarti pengangkatan seorang 
atau lebih, sebagai wasit atau jurudamai oleh dua orang atau lebih yang 
bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan 
secara damai.
65
 
a. Dasar Hukum 
 Ketentuan atau dasar hukum yang menjelaskan tentang 
adanya Tahkim atau perdamaian telah tertera pada Al-Qur’an, 
Hadis, dan Ijma Ulama. Landasan tahkim di dalam Al Qur’an 
disebutkan dalam beberapa surah yaitu, Q.S.An-Nisaa (4) ayat :114 
اَلاَارْيَخاِيفاا رِيثَكاْانِماْاُمهاَوَْجنااَِلإاْانَماَارََمأاا َةقَدَِصباْاَوأاا فوُرْعَماْاَوأاا حَلَِْصإاَانَْيباِاسَانلااا  ْۚانَمَواْالَعَْفيا
َاِكل ََٰذاَاءاَِغتْبااِاتاَضْرَمااَِاللّاَافْوََسفاِاهِيتُْؤنااًرَْجأااًميِظَع   
 
“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi 
sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara 
manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari 
keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang 
besar”.(QS. An-Nisaa/4 :114)66 
 
 Penyelesaian sengketa setelah wafat Rasulullah Saw. Banyak 
dilakukan pada masa sahabat untuk menyelesaikan sengketa dengan 
cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus 
diantara mereka sehingga menjadi  Yurisprudensi Hukum Islam dalam 
beberapa kasus. Keberadaan Ijma’ sahabat sangat dihargai dan tidak 
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ada yang menetangnya, karena tidak semua masalah sosial keagamaan 
tercantum dalam Al- Qur’an dan As-Sunnah secara rinci.67 
3. Wilayat Al-qadha (Kekuasaan Kehakiman) 
a. Al-hisbah  
 Al-Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi 
wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau 
pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan 
proses peradilan untuk menyelesaikannya. Al-hisbah ini hanya 
terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan 
melarang orang dari kemunkaran.
68
 
b. Al-madzalim 
 Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-
orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara 
atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh 
Pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki 
oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran 
hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti 
sogok meyogok, tindakan korupsi dan kebijakan pemerintah yang 
merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan 
perkara ini disebut dengan nama wali al-Mudzalim. 
c. Al-Qadha (Peradilan) 
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 Menurut arti bahasa, al-Qadha berarti memutuskan atau 
menetapkan. Menurut istilah, “Menetapkan hukum syara  pada 
suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan 
mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki lemabga ini adalah 
menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan 
masalah al-ahwal asy-sykhsiyah (masalah keperdataan, termasuk di 
dalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal 
yang menyangkut pidana). Orang yang diberi wewenang 
menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan qadhi 
(hakim). Dari segi subtansi dan kewenangannya, wilayah al-
mudzalim bisa dipadankan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, 
wilayah al qadha bisa dipadankan dengan lembaga Peradilan 
Umum dan Peradilan Agam 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI 
PADA CV. PITOE GROUP 
A. Deskripsi Umum Tentang CV. Pitoe Group  
1. Sejarah Berdirinya Sewa Menyewa Mobil CV. Pitoe Group  
 Kota Solo di mana kamu bisa temukan tempat wisata yang megah 
dalam pesona tradisional Jawa dan penuh warisan budaya. Sampai mulai 
dari kebudayaan, peninggalan sejarah sampai dengan makanan tradisional 
khas solo. Dengan demikian banyak wisatawan yang berkunjung dan 
berwisata ke Kota Solo. Selain banyak objek wisata yang berada di Solo 
seperti Keraton Surakarta, Taman Sriwedari, Taman Balekambang, Pura 
Mangkunegara, Pasar Triwindu Solo, dan lain sebagainya tentu saja 
semakin membuat Solo banyak dikunjungi para wisatawan domestic 
maupun mancanegara yang ingin berlibur dan berwisata di Solo.
1
 
  Maka untuk memanfaatkan peluang, kondisi, serta situasi tersebut 
Anis Suryansyah dan Rekan-rekannya berkerjasama berinisiatif untuk 
membuka usaha rental mobil yang diberi nama CV.Pitoe Group. Yang 
didirikan oleh Tujuh orang, yang berada pada wilayahnya masing-masing 
ada yang dari Jogja, Semarang, Solo, Malang, Untuk  memudahkan 
jaringan pemasaran yang lebih luas maka sengaja membuat jaringan 
berdasarkan wilayahnya masing-masing. Dari kata group sendiripun 
mempunyai arti yaitu mempunyai banyak cabang di antaranya: Pitoe 
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Transport, Pitoe Tour, Pitoe Organizer, Pitoe Graphy. Berdiri sejak tahun 
2006 yang mulai dirintis dan baru bisa resmi menjadi CV tahun 2016. 
Yang mana rental tersebut menawarkan jasa sewa-menyewa kendaraan 
mobil untuk menyediakan kebutuhan akan sarana transportasi yang 
nyaman dan aman sebagai sarana untuk berpergian bagi para wisatawan.
2
 
 Mengenai struktur organisasi di Rental CV. Pitoe Group Anis 
Suryansyah selaku pimpinan rental mobil yang berada di Wilayah Solo ini 
mengelola usahnya dengan bantuan sosial media, brosur, dll. Usaha 
tersebut juga tidak banyak membutuhkan tenaga karyawan, Jadi hanya ada 
beberapa karyawan yang bertugas membantu pemilik Rental. Dengan 
posisi sebagai Driver, dengan demikian maka penulis akan menerangkan 
tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan masing-masing. 
1) Pemimpin CV. Pitoe Grup Kartasura  
a) Mengelola dan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilaksanakan 
secara keseluruhan. 
b) Mengatur segala kegiatan di CV. Pitoe Grup Kartasura. 
c) Menerima pembayaran sewa mobil yang dibayar waktu 
pengembalian sewa mobil. 
d) Bertanggung jawab atas kekurangan atau kelebihan yang ada. 
2) Karyawan 
a) Memberikan penjelasan yang dibutuhkan para penyewa apabila 
diperlukan. 
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b) Melakukan pengecekan pada setiap mobil yang akan disewakan. 
c) Memberikan laporan mengenai kerusakan pada mobil. 
2. Visi dan Misi Sewa Menyewa Mobil CV. Pitoe Group  
a. Visi 
Menjadi istimewa dalam layanan penyewaan mobil yang menyediakan 
jasa penyewaan mobil, driver sebagai solusi transportasi untuk seluruh 
perusahaan di Indonesia. 
b. Misi 
1) Melayani dan menyediakan produk berkualitas terbaik untuk 
penyewaan mobil atau rent car. 
2) Menyediakan trasnportasi angkutan darat aman, efisien dan 
menguntungkan yang dijalankan oleh profesional yang kompeten 
dan bermotivasi tinggi. 
3) Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menetapkan kualitas 
layanan yang terbaik. 
4) Mengantisipasi kecenderungan pasar dan kebutuhan pelanggan. 
5) Berusaha meningkatkan kemampuan laba perusahaan. 
6) Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. 
3. Syarat dan Ketentuan Sewa Menyewa Mobil CV. Pitoe Group 
 Demi menjamin keamanan dan menciptakan kenyamanan bersama, 
berikut adalah beberapa persyaratan yang harus di penuhi selaku penyewa 
untuk menggunakan layanan sewa mobil yang disediakan.
3
 
                                                          
 3 Ibid 
54 
 
 
a. Syarat – syarat untuk menyewa mobil 
1) Menunjukan Kartu Identitas (KTP), 
Penyewa juga wajib mempunyai KTP yang masih berlaku karena 
apabila tidak memiliki KTP dikhawatirkan akan terjadi tindak 
penggelapan karena tempat tinggal penyewa tidak dapat disurvei 
oleh pihak yang menyewakan. Dan KTP ini nantinya akan ditahan 
oleh pihak yang menyewakan selama masa sewa berjalan dan 
dijadikan sebagai jaminan. 
2) Foto copy Kartu Keluarga (KK) 
Sebagai penguat keterangan yang lebih jelas sebagai pengganti 
KTP. 
3) Mempunyai SIM A yang masih berlaku 
Apabila pengemudi tidak memiliki SIM A maka tidak 
diperbolehkan untuk menyewa mobil agar tidak melanggar hukum 
apabila ada razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan tidak 
menjadi masalah baik dari pihak penyewa maupun pihak yang 
menyewa.
4
 
4) Sebagai jaminan sepeda motor dan STNK ditinggal di tempat 
rental. 
5) Menandatangani surat perjanjian sewa menyewa. 
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Tanda tangan ini bermaksud agar perjanjian sewa menyewa mobil 
sah menurut hukum dan sebagai kata sepakat kedua belah pihak 
tanpa adanya paksaan dan keberatan atau dirugikan dari salah satu 
pihak untuk tunduk kepada perjanjian sewa menyewa tersebut. 
6) Ban bocor dan bahan bakar minyak  (BBM) adalah tanggung jawab 
penyewa. 
b. Ketentuan 
1) Keterlambatan pengembalian kendaraan akan dikenakan sanksi 
10% / jam dari harga sewa. 
2) Penyewa tidak diperbolehkan memindahtangankan kendaraan 
tersebut pada pihak lain tanpa seizin pihak pengelola dan tidak 
dibenarkan/diperbolehkan disalahgunakan. Diantaranya: digunakan 
untuk perampokan, pecurian, kejahatan, dll. 
3) Penyewa bertanggung jawab bila mana terjadi 
kehilangan/kecelakaan kecil maupun besar, dan penyewa 
bertanggung jawab atas biaya yang timbul atas kejadian tersebut. 
Sewa tetap berjalan selama proses pengurusan sampai selesai. 
4) Apabila penyewa tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka 
yang tercantum dalam KK ikut bertanggungjawab dan bersedia 
dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. 
5) Apabila penyewa dalam menyewa mobil menggunakan jasa supir 
dari pihak rental maka penyewa tidak harus mempunyai SIM A dan 
dikenakan biaya tambahan untuk supir. 
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4. Praktek Sewa Menyewa Mobil di CV. Pitoe Group  
 Untuk pelayanan penyewaan bisa mendatangi langsung ke alamat 
CV. Pitoe Group yang terletak di Jalan Sumantri No.22,Dusun II, 
pucangan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,Jawa Tengah.
5
 Atau bisa 
menghubungi via telepon, setelah menghubungi akan di cek falidasi 
penyewanya dan melakukan persyaratan-persyaratan terlebih dahulu. 
Namun apabila penyewa yang datang sendiri memberikan persyaratan, 
apabila perusahaan yang menyewa perwakilan dari perusahaan harus 
datang dengan surat resmi dari perusahaan baik personal maupun 
perusahaan harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh CV. Pietoe 
Grup dan apabila syarat tidak dapat dipenuhi maka tidak dapat menyewa 
mobil. Dan untuk pembayaran harga sewa bisa dibayar waktu 
pengembalian mobil.  
5. Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di CV. Pitoe Group 
 Proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil selain adanya 
syarat-syarat yang telah ditentukan dan harus dipenuhi, pelaksanannya 
juga perlu untuk memperhatikan harga sewa dari objek. Harga sewa mobil 
bervariasi macamnya biasanya dibedakan dengan ketentuan harga 
berdasarkan satuan waktu 12 jam dengan harga sewa Rp. 200.000, (dua 
ratus ribu rupiah) dan 24 jam dengan harga sewa Rp.350.000, (tiga ratus 
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lima puluh ribu). Mobil-mobil yang disewakan oleh pihak rental haruslah 
dalam kondisi yang baik, layak untuk digunakan, dan siap pakai, tidak 
rusak ataupun cacat agar pihak penyewa merasa puas kebutuhannya telah 
terpenuhi dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila kondisi 
mobil tidak baik itu juga berpengaruh pada nama baik perusahaan sewa 
mobil itu sendiri dan hal tersebut tentu merugikan.
6
 
 Hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian di rental mobil di 
CV. Pitoe Group berikut ini penulis akan menganalisis substansi perjanjian 
sewa menyewa mobil. Bentuk perjanjian ini adalah tertulis dengan akta 
dibawah tangan. Hal-hal yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa 
mobil tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Terdapat tanggal dibuatnya perjanjian sewa menyewa. 
2. Subyek hukum yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa 
menyewa, yaitu : 
a. Pihak rental atau pihak yang menyewakan yaitu CV. Pitoe Group 
b. Pihak kedua yaitu pihak penyewa. 
3. Objek barang yang disewakan yaitu terdiri dari : 
a. Merk/Tipe 
b. Tahun 
c. Nomor Polisi 
d. Warna 
e. STNK 
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f. Terdapat daftar peralatan mobil didalam dan dibagasi 
4. Terdapat jangka waktu sewa menyewa yang telah ditentukan oleh 
kedua pihak. 
5. Terdapat ketentuan besarnya uang sewa yang diwajibkan pihak 
penyewa untuk membayar biaya sewa atau angsuran sewanya. Terdapat 
ketentuan waktu bagi pihak penyewa yang mencicil atau mengangsur 
biaya sewa mobil. (ketentuan berapa kali angsuran,waktu, dan jatuh 
temponya). 
6. Terdapat syarat dan ketetuan perjanjian kerja sama antara pihak yang 
menyewakan dan pihak penyewa yang terdiri dari : 
a. Keterlambatan pengembalian kendaraan akan dikenakan sanksi 
10% / jam dari harga sewa. 
b. Penyewa tidak diperbolehkan memindahtangankan kendaraan 
tersebut pada pihak lain tanpa seizin pihak pengelola dan tidak 
dibenarkan/diperbolehkan disalahgunakan. Diantaranya: digunakan 
untuk perampokan, pecurian, kejahatan, dll. 
c. Penyewa bertanggung jawab bila mana terjadi 
kehilangan/kecelakaan kecil maupun besar, dan penyewa 
bertanggung jawab atas biaya yang timbul atas kejadian tersebut. 
Sewa tetap berjalan selama proses pengurusan sampai selesai.
7
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d. Apabila penyewa tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka 
yang tercantum dalam KK ikut bertanggungjawab dan bersedia 
dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. 
7. Apabila terjadi perbedaan kepentingan atau pendapat dan terjadi 
perselisihan ataupun sengketa antara pihak penyewa dengan pihak yang 
menyewakan yang berhubungan dengan perjanjian sewa menyewa 
mobil ini atau pelaksanaanya, maka hal tersebut akan diselesaikan 
secara musyawarah terlebih dahulu, namun apabila usaha tersebut tidak 
menghasilkan keputusan yang tidak dapat diterima, maka pihak 
penyewa dengan pihak yang menyewakan setuju untuk menyelesaikan 
masalah pengadilan negeri dimana surat perjanjian ini dibuat tanpa 
mengurangi hak yang menyewakan untuk mengajukan tuntutan di 
tempat lain. 
8. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian beserta syarat serta 
ketentuan dalam perjanjian, dan setiap perubahan atas perjanjian 
beserta syarat dan ketentuannya dalam perjanjian ini sebagaimana 
dianggap perlu oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, 
hanya berlaku bilamana dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh 
pihak penyewa dan yang menyewakan atau wakil mereka yang sah, 
serta merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dalam perjanjian ini. 
9. Perjanjian tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara 
Republik Indonesia serta seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku.
8
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10. Tanda tangan para pihak diatas materai dan tanda tangan saksi-saksi. 
6. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa Mobil di CV. Pitoe Group  
a. Hak 
Mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang ramah,aman, cepat, 
transparan dan nyaman. 
b. Kewajiban 
Menjaga sesuai ketentuan yg berlaku. 
B. Wanprestasi dan Penyelesaian Sewa Menyewa Mobil di CV. Pitoe Group 
1. Wanprestasi yang Dilakukan Pihak Penyewa dalam Perjanjian Sewa 
Menyewa Mobil di Cv. Pitoe Group 
  Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di CV.Pitoe 
Group pernah terjadi wanprestasi. Menurut penelitian yang telah dilakukan 
penulis, terjadi beberapa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak 
penyewa, di antaranya yaitu:  
1. Bentuk wanprestasi yang pernah dilakukan oleh pihak penyewa yaitu, 
melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, seperti terlambat 
mengembalikan kendaraan yang disewakan sebagaimana waktu sewa 
yang telah disepakati. Pada tanggal 10 Febuari 2018 Bapak Theo 
melakukan perjanjian tertulis yang telah disepakati antara Bapak Theo 
dengan CV.Pitoe Group salah satunya memuat adanya jangaka waktu 
pengembalian mobil yaitu selama 12jam sewa secara lepas kunci, 
namun dilaksanakan oleh Bapak Theo selama 18jam, sehingga terjadi 
overtime. 
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2. Bentuk wanprestasi yang pernah dilakukan oleh penyewa yaitu, 
mengembalikan mobil yang disewanya dalam keadaan rusak, Pada 
tanggal 9 September 2018 Bapak Adit pernah mengalami kerusakan 
yang dialami di beberapa bagian mobil yang diakibatkan terjadi karena 
benturan dengan mobil lain yang di karenakan mobil didepannya 
mendadak berhenti yang mengakibatkan penyewa tidak dapat 
menghindar dan menabrak mobil yang ada di depannya tersebut. 
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak CV.pitoe Group yang 
penulis dapati adalah adanya tindakan yang melanggar atau dilarang 
menurut perjanjian dan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan 
antara pihak CV.Pitoe Group dengan penyewa yaitu mengenai bentuk 
perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Sigit yang beralamat di Petoran 
Rt.001/008,Kel.Jebres,Kec.Jebres,Kota Surakarta-Propinsi Jawa 
Tenggah dengan pihak CV.Pitoe Group adalah melakukan apa yang 
menurut perjanjian dilarang dalam hal ini Bapak Sigit menggadaikan 
objek sewa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Grand New 1.3G 
dengan Nomor polisi A-1432-VR keluaran tahun 2015 warna Silver 
Mertalik atas nama pemilik Agus Purnomo. Awal mulanya pada 
tanggal 24 Febuari 2017 korban berserta keluarga pergi ke solo untuk 
mengantar Ibu korban ke rumah Sakit RSJ Surakarta dan pada hari 
senin tanggal 27 Febuari 2017 terlapor Bapak Sigit meminjam KBM 
tersebut diatas untuk mengantar Saudaranya yang bernama Yadi untuk 
pergi ke Blora mendatang acara Hajatan. Selanjutnya terlapor Bapak 
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Sigit menjanjikan meminjam KBM hanya dalam tempo satu hari, 
berikut ditunggu hingga sampai sekarang KBM belum dikembalikan.  
2. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di 
CV.Pitoe Group 
  Untuk penyelesaian atau solusi yang ditempuh CV.Pitoe Group 
dan pihak penyewa atas kasus-kasus wanpresatasi yang terjadi, adalah 
sebagai berikut: 
1. Dengan adanya kasus yang pernah terjadi di CV.Pitoe Group, adalah 
antara Bapak Theo dengan CV.Pitoe Group, dalam hal ini pihak 
CV.pitoe Group merasa dirugikan dengan terjadinya keterlambatan 
yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam hal ini Bapak Theo, akibat 
dari terjadinya keterlambatan ini pihak CV.Pitoe Group berhak 
menuntut ganti kerugian atau denda kepada Bapak Theo, yang mana 
denda di bebankan sejumlah 10% perjamnya dari total harga sewa yang 
telah disepakati sebelumnya, Sedangkan total waktu sewa yang 
melebihi waktu perjanjian (overtime) yaitu akan dikenakan denda 2 jam 
50.000 sesuai dengan kesepakatan awal. 
2. Menurut penulis, pihak CV.Pitoe Group dalam penyelesaian masalah 
dalam kasus wanprestasi pengembalian mobil dalam keadaan rusak,  
pihak CV.Pitoe Group dalam hal ini sangat merasa dirugikan dengan 
terjadinya kerusakan yang dilakukan oleh penyewa dalam hal ini Bapak 
Adit. Karena kesalahan penyewa maka pihak penyewa mobil 
bertanggung jawab untuk memperbaiki, pihak CV.Pitoe Group 
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meminta biaya tambahan atau ganti rugi yang mana denda disesuaikan 
dengan keadaan mobil, jika mengalami kerusakan yang cukup parah 
pihak CV.Pitoe Group mengantisipasi resiko tersebut dengan cara 
mengasuransikan terlebih dahulu dan membayar denda selama mobil 
berhenti atau selama mobil di serviskan. 
3. Dan Untuk kehilangan mobil pihak rental melaporkan kepada 
kepolisian. Berdasarakan wawancara dengan pemilik CV. Pitoe Group 
Anis Suryansyah pernah terjadi wanprestasi kehilangan mobil yang 
mengakibatkan kerugian yang cukup banyak. Untuk mengatasi masalah 
tersebut pihak rental melaporkan kepada kepolisian untuk ditindak 
lanjuti 
9
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BAB IV 
ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN 
SEWA MENYEWA MOBIL di CV.Pitoe Group 
A. Analisis Dengan Aspek Terjadinya Akad Penyelesaian Wanprestasi di 
Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di CV.Pitoe Group 
 Perjanjian sewa menyewa mobil di CV.Pitoe Group dalam pelaksanaanya 
tertentu tidak berjalan lancar dan tanpa ada hambatan atau kelalaian 
wanprestasi yang terjadi dari pihak penyewa. Keadaan memaksa ataupun 
overmach juga merupakan gangguan yang terjadi dalam perjanjian sewa 
menyewa mobil. 
 Menurut Wirjono Prodjodikiro, Wanprestasi dengan istilah bahasa 
Indonesia yaitu ketiadaan pelakasanaan janji, walaupun demikian beliau tetap 
berpegang istilah Wanprestasi pada Pasal 1238 KUHperdata menentukan 
bahwa: Si berhutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau demi 
perikatanya sendiri, ialah jika menetapkan bahwa si berhutang dianggap lalai 
dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 
 Menurut Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa wanprestasi seorang 
debitur dapat berubah:  
1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi 
2. Tidak tunai memenuhi prestasinya 
3. Terlambat memenuhi prestasinya 
4. Keliru memenuhi prestasinya 
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 Seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi apabila dia lalai dalam 
melaksanakan prestasinya. Seorang debitur melakukan wanprestasi apabila 
debitur tidak dapat melakukan prestasinya sesuai dengan apa yang 
diperjanjikan karena kesalahan baik disengaja ataupun tidak sengaja. 
 Apabila terjadi Overmacht atau peristiwa yang tidak terduga yang terjadi 
diluar kesalahan penyewa maka pihak yang menyewakan tidak dapat meminta 
ganti kerugian. Karena overmacht terjadi diluar kesalahan penyewa. 
 Bentuk  wanprestasi oleh penyewa, adalah penyewa melakukan apa yang 
diperjanjikan tetapi terlambat seperti terlambat mengembalikan kendaraan 
yang disewakan sebagaimana waktu sewa yang telah disepakati, atau 
mengembalikan mobil yang disewanya dalam keadaan rusak. Wanprestasi 
adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang 
ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Di 
dalam penelitian ini berarti kelalaian oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa 
menyewa dengan pihak yang menyewakan. Tindakan wanprestasi dari pihak 
penyewa pada hakikatnya tidak pernah diinginkan oleh pemberi sewa, tetapi 
hal tersebut telah menjadi resiko tersendiri bagi pelaku usaha. Berdasarkan 
wawancara oleh pemilik rental di CV.Pitoe Group diungkapkan bahwa apabila 
penyewa melakukan wanprestasi seperti diatas maka pihak penyewa meminta 
ganti kerugian.
1
 
 Beberapa contoh wanprestasi apabila terjadi  bentuk penyelesaian tidak 
mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan menurut pimpinan CV.Pitoe 
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 Hasil wawancara dengan Anis Suryansyah selaku pemimpin CV.Pitoe Group di kota 
Surakarta pada tanggal 23 mei 2019 pada pukul 12.11 
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Group adalah ganti kerugian atau denda 10% perjamnya dari total harga sewa 
yang telah disepakati sebelumnya, Sedangkan total waktu sewa yang melebihi 
waktu perjanjian (overtime) yaitu akan dikenakan denda 2 jam 50.000, dengan 
hal tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU No.30 Tahun 1999. Yang 
berbunyi : 
“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum 
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh 
para pihak yang bersengketa”. 
 Bentuk penyelesaian sengketa bagi penyewa yang wanprestasi dalam hal 
mobil mengalami kerusakan akibat kecelakaan menurut pimpinan CV.Pitoe 
Group dalam perjanjian tersebut adalah kendaraan/mobil dimasukan ke 
bengkel atas inisiatif pemberi sewa, penyewa dimintakan pertangung jawaban 
berupa pembayaran uang sewa selama mobil berada di bengkel, karena biaya 
kerusakan mobil telah ditangung terlebih dahulu oleh pihak asuransi, atau 
dengan cara biaya pengurusan ditangung terlebih dahulu oleh pemberi sewa 
dan penyewa, sehingga dapat saja dimungkinkan biaya pengurusan ditangung 
bersama antara penyewa dan pemberi sewa. dengan hal tersebut merujuk pada 
Pasal 1 angka 3 UU No.30 Tahun 1999. Yang berbunyi : 
 “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase 
yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak 
sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang 
dibuat para pihak setelah timbul sengketa”. 
 
 Menurut penulis, bagi perusahaan rental mobil besar, tindakan wanprestasi 
dari beberapa penyewa mungkin saja tidak berdampak buruk bagi 
kelangsungan perusahaan, tetapi bagi perusahaan kecil, yang umumnya hanya 
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memiliki 40% dari total mobil yang disewakan tentunya menuntut pemberi 
sewa untuk lebih selektif dalam memberi sewa. 
 Bentuk penyelesaian wanprestasi apabila terjadi kehilangan mobil, maka 
pihak yang menyewakan akan melaporkan kepada kepolisian untuk di tindak 
lanjuti. Berdasarkan perjanjian, maka penyewa berkewajiban membayar segala 
biaya yang dibutuhkan yang ditimbulkan atas perkara tersebut. Dapat 
disimpulkan bahwa meskipun didalam perjanjian telah ditentukan beban 
pertangung jawaban apabila terjadi sesuatu pada barang yang disewakan, tetapi 
karena satu hal dan lain hal, sesuatu yang diperjanjikan tersebut tidak dapat 
direalisasikan. 
 Menurut penulis, permasalahan hukum didalam pelaksanaan perjanjian 
harus diselesaikan oleh para pihak yang membuatnya dengan mengedepankan 
rasa keadilan, yaitu memberikan solusi yang bijak dalam setiap permasalahan. 
dari penyelesaian tersebut maka pihak rental menyelesaikan kasus tersebut 
dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi) dengan 
merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999. Yang berbunyi : 
“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga  penyelesaian sengketa 
atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, Yakni 
penyelesaian  di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 
konsiliasi, atau penilaian ahli”.  
 
 Hal ini membawa dampak perusahaan kecil tidak dapat bertahan lama 
dalam bisnis rental mobil, terlebih lagi apabila mobil yang disewakan masih 
dalam status kredit dan persaingan usaha yang menuntut pelaku usaha seolah-
olah tidak diperbolehkan berlama-lama memutuskan menyewakan atau 
menolak sewa.  
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 Menurut penulis, dalam hal penyelesaian sengketa di CV.Pitoe Group 
terhadap wanprestasi oleh penyewa untuk kasusnya mengunakan penyelesaian 
dengan cara non litigasi. yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan 
mengedepankan rasa keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan antara pihak 
yang menyewakan dengan pihak penyewa. Penyelesaian wanprestasi dapat 
ditempuh dengan dua cara yaitu dapat diselesaikan di luar Pengadilan (non 
litigasi) yang penyelesaian ini terbagi menjadi dua macam yaitu negosiasi atau 
perundingan dan mediasi atau penengahan dan dapat juga diselesaikan di jalur 
pengadilan atau litigasi. 
 Cara penyelesaiaan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di 
CV.Pitoe Group sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Positif yaitu dengan 
cara Non litigasi yang merujuk pada UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
B. Analisis Penyelesaian Wanprestasi di Dalam Perjanjian Sewa Menyewa 
Mobil di Tinjau dalam Fiqh Muamalah 
 Keadilan merupakan tujuan hukum, dan dalam pancasila pada sila ke 
Empat menyatakan keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan 
sosial diwujudkan dalam kehendak untuk melaksanakan kesejahteraan umum. 
Dalam hal inipun Sewa menyewa sesungguhnya merupakan suatu transaksi 
yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Atau dapat diartikan 
bahwa semua barang yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap zatnya, 
sah untuk disewakan, apabila kemanfaatannya itu dapat ditentukan dengan 
salah satu dari dua perkara, yaitu dengan masa dan perbuatan. 
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 Hukum asal Ijarah adalah mubah atau dibolehkan sepanjang tidak terdapat 
dalil yang mengharamkannya. Disamping itu, ada yang disebut dengan Hukum 
Ijarah Sahih, yang menurut Rachmat Syafi’i merupakan tetapnya kemanfaatan 
bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan 
barang dan jasa. 
 Bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di CV.pitoe 
Group adalah sikap penyewa yang tidak memenuhi perjanjian, pada dasarnya 
prestasi yang disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian sewa mobil adalah 
waktu dalam pengembalian, kondisi mobil dalam pengembalian, akibat 
kelalaian pihak penyewa dikenakakan ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak 
penyewa kepada pihak yang menyewakan sebagai gantinya. Wanprestasi 
sebagai salah satu bentuk pelanggaran perikatan dalam prespektif Fiqh 
Muamalah dapat menjadi sebab putusnya kontrak (fasakh al-‘aqd). Sebagai 
mana telah diuraikan misalnya karena rusaknya objek akad sebelum 
penyerahan, atau seperti pada kasus ijarah lantaran adanya udzur (halangan) 
pada pihak musta’jir atau pada benda yang disewakan dan lain sebagainya. 
Apabila kontrak putus karena wanprestasi maka para pihak kembali kepada 
keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi kontrak, dan masing-masing 
pihak harus mengembalikan prestasi pada keadaan semula apabila salah satu 
pihak telah melaksanakannya. Sedangkan jika pengembalian prestasi tersebut 
tidak bisa diwujudkan maka dapat dikenakan ganti rugi atas dasar kesepakatan 
kedua belah pihak, maupun oleh aturan hukum Islam. 
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 Islam menetukan prinsip-prinsip hak yang berkaitan dengan perlindungan 
hak sesuai dengan asas keadilan. Dalam keadilan diperlukan kekuatan dan 
kekuasaan, dan memberikan jaminan perlindungan hak bagi setiap orang. 
Setiap pemilik hak boleh menuntut pemenuhan haknya. Apabila terjadi 
pelanggaran atau pengrusakan hak maka pemilik hak dapat menuntut ganti rugi 
atau kompensasi yang sepadan dengan haknya. 
 Apabila salah satu pihak telah melalikan akad yang telah disepakati 
bersama, maka kewajiban pihak debitur adalah melakukan ganti rugi. Ganti 
kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah 
bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena 
kesalahannya tersebut. Keterlambatan dalam pengembalian barang sewaan 
dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Kewajiban 
memberikan ganti rugi dalam syariat Islam bertujuan untuk menjaga dan 
memelihara harta benda dari segala kehancuran dan kebinasaan serta 
memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari hal-hal yang membahayakan. 
 Berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam penyelesaian wanprestasi ganti 
kerugian dilakukan dengan jalan Al-Sulhu (Perdamaian), suatu jenis usaha 
untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan 
bermusuhan dalam mepertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan akan 
berakhir perselisihan. 
 Bentuk penyelesaian wanprestasi apabila terjadi kehilangan mobil, maka 
pihak yang menyewakan akan melaporkan kepada kepolisian. Berdasarkan 
ketentuan dalam hukum Islam penyelesaian wanprestasi kehilangan dilakukan 
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dengan cara Tahkim (Arbitrase), yang berarti pengangkatan seseorang atau 
lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang 
bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara 
damai. 
 Menurut Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad Ijarah itu bersifat 
mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari 
salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak sudah wafat atau 
kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. 
 Menurut penulis, kunci pokok dalam segala urusan mua’amalah adalah 
adanya suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak dan perdamaian dalam 
Islam sangat dianjurkan, sebab dengan perdamaian akan terhindarlah 
kehancuran silahturrahim sekaligus permusuhan antara pihak-pihak yang 
melakukan perjanjian. Penyelesaian wanprestasi sewa mobil sesuai dengan 
prinsip mua’amalah yakni rasa keadilan dan kerelaan kedua belah pihak. 
Karena kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan 
musyawarah mufakat dalam penyelesaian wanprestasi merupakan salah satu 
usaha untuk mencapai ketentuan syariat Islam. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Menurut hasil analisis Penyelesaian wanprestasi di dalam perjanjian sewa 
menyewa  mobil di CV.Pitoe Group mengunakan penyelesaian dengan cara 
musyawarah, negosiasi, atau membayar ganti rugi, jika terjadi wanprestasi 
berat maka pihak CV.Pitoe Group melaporkan kepada kepolisian. 
2. Menurut tinjauan Fiqh Muamalah akad sewa menyewa yang dilakukan di 
CV.Pitoe Group sudah memenuhi hukum syariat, mulai dari rukun dan 
syarat-syarat. Dan penyelesaiannya wanprestasi dalam perjanjian sewa 
menyewa mobil di CV.Pitoe Group sudah sesuai dengan prinsip 
mua’amalah yakni rasa keadilan kedua belah pihak. sehingga tidak ada 
salah satu pihak yang terdzalimi, selain itu penyelesaian wanprestasi ini 
dilakukan atas dasar kemaslahatan, sehingga tidak bertentangan ajaran 
Islam. 
B. Saran  
Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan kesimpulan di atas, penulis dapat 
memberi saran-saran sebagai berikut: 
1. Untuk pemilik CV.Pitoe Group agar lebih selektif dalam melihat dan 
memberikan Mobil sewaan kepada penyewa serta memberikan Syarat-
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syarat yang memang rasional, sehingga Mobil yang disewa tidak 
disalahgunakan ataupun dilarikan oleh penyewa. 
2. Untuk penyewa, agar dapat melihat dan memahami apa yang menjadi 
Syarat-syarat serta resiko-resiko yang ditimbulkan apabila tidak 
memenuhi segala bentuk dan isi perjanjian  
3. Kepada pengusaha atau calon pengusaha, khususnya persewaan 
hendaknya untuk selalu mengerti dan memahami praktik usahanya 
agar sesuai dengan aturan-aturan yang terkandung di dalam hukum 
Islam dan tidak melanggar hukum yang ada, sehingga usahanya 
menjadi berkah. 
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